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Abstrak  
Penelitian ini mengevaluasi efektivitas sosialisasi hukum perlindungan konsumen di Pasar 
Seutui, Banda Aceh. Pasar tradisional ini mengalami tantangan dalam bersaing dengan pasar 
modern dan e-commerce, serta menghadapi masalah dalam perlindungan konsumen. Studi ini 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi untuk menganalisis pemahaman pelaku usaha dan konsumen mengenai Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Temuan menunjukkan bahwa 
pemahaman tentang hukum masih sangat terbatas, dengan sosialisasi yang bersifat satu arah 
dan kurang partisipatif. Kendala tersebut menyebabkan ketidakpuasan konsumen dan 
rendahnya kepercayaan terhadap pelaku usaha. Rekomendasi untuk memperbaiki kondisi ini 
termasuk peningkatan sosialisasi yang lebih inklusif dan interaktif, serta keterlibatan aktif dari 
berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan komunitas lokal. Penelitian ini memberikan 
kontribusi pada literatur perlindungan konsumen di pasar tradisional dan menawarkan solusi 
praktis untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Pasar Seutui. 

Kata Kunci: sosialisasi hukum, perlindungan konsumen, pasar tradisional, pemahaman hukum. 
 

Abstract 
This study evaluates the effectiveness of consumer protection law socialization in Seutui Market, 
Banda Aceh. This traditional market experiences challenges in competing with modern markets 
and e-commerce, and faces problems in consumer protection. This study uses a descriptive 
qualitative approach with in-depth interviews, observation, and documentation to analyze the 
understanding of business actors and consumers regarding Law No. 8/1999 on Consumer 
Protection. The findings show that understanding of the law is still very limited, with socialization 
being one-way and less participatory. These constraints lead to consumer dissatisfaction and low 
trust in businesses. Recommendations to improve this condition include increased socialization 
that is more inclusive and interactive, as well as active involvement from various parties such as 
local governments and local communities. This research contributes to the literature on 
consumer protection in traditional markets and offers practical solutions to improve consumer 
protection in Seutui Market. 
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PENDAHULUAN  

Pasar tradisional, termasuk Pasar Seutui di Banda Aceh, memainkan peran 
penting dalam perekonomian lokal Indonesia, menyediakan akses barang kebutuhan 
sehari-hari dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Namun, pasar tradisional 
menghadapi tantangan yang signifikan dalam bersaing dengan pasar modern dan e-
commerce, yang mengurangi jumlah pengunjung dan pendapatan pedagang kecil 
(Kurniawan et al., 2021). Selain itu, kualitas perlindungan konsumen di pasar-pasar ini 
sering kali kurang memadai, yang menyebabkan terjadinya praktik-praktik yang 
merugikan konsumen, seperti penipuan dan ketidakjelasan harga (Alaysia, 2023). Oleh 
karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka 
dan membangun pasar yang lebih adil melalui sosialisasi hukum perlindungan 
konsumen (Rohmadani & Megawati, 2022). 

Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen, namun 
implementasinya di pasar tradisional seperti Pasar Seutui masih menghadapi berbagai 
kendala. Banyak konsumen yang tidak menyadari hak-hak mereka, sementara pedagang 
sering kali tidak memahami kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku 
(Wigiyanti & Kakiay, 2022). Ketidakseimbangan ini menyebabkan ketidakpuasan 
konsumen dan menurunnya kepercayaan terhadap pelaku usaha. Penelitian ini 
berupaya memperbaiki kondisi ini dengan memperkenalkan program sosialisasi hukum 
yang lebih inklusif, melibatkan partisipasi aktif baik dari pelaku usaha maupun 
konsumen. 

Sosialisasi hukum perlindungan konsumen merupakan langkah strategis dalam 
menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih sehat di pasar tradisional. Pendekatan 
yang partisipatif dalam program sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan 
efektivitas pemahaman hukum di kalangan pedagang dan konsumen (Jatiningsih, 2021). 
Melalui diskusi interaktif dan simulasi kasus, peserta dapat lebih mudah memahami 
konsep hukum yang disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu dalam meningkatkan 
transparansi transaksi di pasar tradisional (Fadjarwati et al., 2021). 

Peran pemerintah daerah, komunitas lokal, dan organisasi perlindungan 
konsumen sangat penting dalam mendukung keberhasilan sosialisasi ini. Kerjasama 
lintas sektor diperlukan untuk memastikan program sosialisasi dapat berkelanjutan dan 
berdampak positif bagi pasar tradisional, termasuk Pasar Seutui. Media lokal juga dapat 
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berperan penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai perlindungan 
konsumen, sehingga pesan-pesan hukum dapat menjangkau lebih banyak masyarakat 
dan berkontribusi pada perubahan perilaku (Ombi, 2020). Penelitian ini juga berupaya 
mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hukum di pasar tradisional 
dan memberikan solusi untuk mengatasinya. 

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam fokusnya pada pasar tradisional, di mana 
literatur sebelumnya lebih banyak membahas perlindungan konsumen di pasar modern 
dan e-commerce. Studi ini memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi 
bagaimana hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara efektif melalui 
sosialisasi yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Pasar Seutui, 
Banda Aceh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam 
membangun model sosialisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

 

METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali 

secara mendalam implementasi dan efektivitas sosialisasi hukum perlindungan 
konsumen di Pasar Seutui, Banda Aceh. Penelitian ini memilih Pasar Seutui karena 
merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Banda Aceh, dengan dinamika 
transaksi yang relevan untuk kajian perlindungan konsumen. Subjek penelitian terdiri 
dari dua kelompok utama, yaitu pelaku usaha (pedagang dan pengelola pasar) serta 
konsumen yang berbelanja di pasar tersebut. Responden dipilih secara purposive, 
dengan jumlah total sekitar 20 responden yang terdiri dari 10 pelaku usaha dan 10 
konsumen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi 
partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk 
memahami pemahaman dan pengalaman pelaku usaha serta konsumen terkait hak-hak 
mereka dalam transaksi di pasar. Observasi langsung di lapangan dilakukan untuk 
melihat interaksi mereka, sementara dokumentasi materi sosialisasi dan regulasi hukum 
dianalisis sebagai data sekunder. 

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis tematik untuk 
mengidentifikasi pola dan tema yang relevan, seperti efektivitas sosialisasi hukum, 
pemahaman hak-hak konsumen, serta tantangan dalam penerapan perlindungan 
konsumen. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, teknik triangulasi diterapkan 
dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta 
melakukan member check untuk memastikan keakuratan informasi. Penelitian ini 
diawali dengan persiapan, termasuk penyusunan instrumen penelitian dan pengajuan 
izin, dilanjutkan dengan pengumpulan data dan analisis tematik. Hasil penelitian akan 
disajikan dalam laporan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas 
sosialisasi hukum perlindungan konsumen di Pasar Seutui, serta rekomendasi yang 
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dapat digunakan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan konsumen untuk 
meningkatkan perlindungan konsumen di pasar tradisional. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai efektivitas sosialisasi 

hukum perlindungan konsumen di Pasar Seutui, Banda Aceh. Berdasarkan wawancara 
dan observasi lapangan, ditemukan bahwa pemahaman pelaku usaha dan konsumen 
terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih 
sangat terbatas. Tabel berikut merangkum temuan utama terkait pemahaman tersebut 
serta metode sosialisasi yang telah diterapkan. 

 
Tabel 1. Temuan Utama tentang Pemahaman dan Metode Sosialisasi Hukum 

Perlindungan Konsumen di Pasar Seutui 
Kategori Temuan Utama Deskripsi 

Pelaku Usaha  
Tidak Mendapatkan 
Pelatihan/Sosialisasi  

Sebagian besar pedagang di Pasar Seutui tidak 
pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi 
mengenai hukum perlindungan konsumen. 
Mereka menjalankan usaha berdasarkan 
pengalaman dan tradisi lokal tanpa 
memperhatikan peraturan yang berlaku. Tidak 
ada pemahaman yang mendalam terkait hak 
dan kewajiban hukum. 

Kesadaran 
Pentingnya 
Hubungan 
Baik  

Sadar akan pentingnya 
menjaga hubungan 
baik dengan 
konsumen, namun 
tidak memahami 
secara hukum 

Beberapa pedagang mengakui bahwa mereka 
sadar akan pentingnya menjaga hubungan baik 
dengan konsumen, tetapi tidak memahami hak 
dan kewajiban mereka secara hukum. 

Konsumen 

Kurangnya 
Pengetahuan Hukum 
Perlindungan 
Konsumen 

Mayoritas responden dari kalangan konsumen 
tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai 
konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1999. Mereka cenderung 
mengandalkan negosiasi langsung dengan 
pedagang untuk menyelesaikan masalah, tanpa 
memanfaatkan mekanisme pengaduan resmi 
yang tersedia. 

Kepedulian 
Konsumen 
Terdidik 

Kepedulian terhadap 
Kualitas Barang 
namun Informasi 
Minim 

Sebagian kecil konsumen yang lebih teredukasi 
menunjukkan kepedulian terhadap kualitas 
barang yang mereka beli, namun mereka juga 
merasa bahwa informasi mengenai hak-hak 
konsumen masih sangat terbatas dan kurang 
disebarluaskan di kalangan masyarakat luas. 

Metode Program Sosialisasi Sosialisasi hukum di Pasar Seutui cenderung 
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Sosialisasi Bersifat Satu Arah bersifat satu arah, dengan minim partisipasi 
dari pelaku usaha dan konsumen. Program 
sosialisasi belum mencakup semua pihak yang 
seharusnya terlibat dan tidak melibatkan 
metode interaktif seperti diskusi kelompok atau 
simulasi kasus nyata, yang dianggap lebih 
efektif. 

 

Tabel 1 menyajikan temuan utama mengenai pemahaman dan metode 
sosialisasi hukum perlindungan konsumen di Pasar Seutui, Banda Aceh. Temuan 
menunjukkan bahwa mayoritas pedagang di pasar tersebut tidak pernah mendapatkan 
pelatihan atau sosialisasi tentang hukum perlindungan konsumen. Mereka lebih 
mengandalkan pengalaman dan tradisi lokal dalam menjalankan usaha, tanpa 
memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, sehingga tidak memiliki pemahaman 
mendalam mengenai hak dan kewajiban hukum. 

Di sisi lain, konsumen di Pasar Seutui juga menunjukkan kurangnya pengetahuan 
tentang hak-hak mereka sebagai konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999. Mereka cenderung menyelesaikan masalah melalui negosiasi langsung dengan 
pedagang, tanpa memanfaatkan mekanisme pengaduan resmi yang tersedia. Hanya 
sebagian kecil konsumen yang lebih teredukasi menunjukkan kepedulian terhadap 
kualitas barang, namun mereka juga merasa bahwa informasi mengenai hak-hak 
konsumen masih sangat terbatas. Selain itu, metode sosialisasi hukum perlindungan 
konsumen di pasar ini masih bersifat satu arah dan kurang melibatkan partisipasi aktif 
dari pelaku usaha dan konsumen. Program sosialisasi yang ada belum mencakup 
seluruh pihak yang seharusnya terlibat dan tidak menggunakan metode interaktif 
seperti diskusi kelompok atau simulasi kasus nyata, yang dapat meningkatkan efektivitas 
sosialisasi. 

 
Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa isu penting muncul terkait efektivitas sosialisasi 
hukum perlindungan konsumen di Pasar Seutui. 
 
1. Pemahaman Hukum yang Terbatas  

Perlindungan konsumen di pasar tradisional di Indonesia menghadapi tantangan 
signifikan terkait pemahaman hukum yang terbatas dari pelaku usaha dan konsumen. 
Teori perubahan perilaku dari Rogers (2003) menjelaskan bahwa adopsi hukum baru 
memerlukan informasi berkelanjutan dan sosialisasi yang efektif, namun, implementasi 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum 
optimal. Penelitian oleh Simanjuntak (2021) menunjukkan bahwa banyak konsumen 
yang tidak menyadari hak-hak mereka karena kurangnya sosialisasi mengenai undang-
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undang tersebut. Hal ini menciptakan situasi di mana konsumen tidak dapat membela 
hak-hak mereka ketika terjadi pelanggaran. Pramono (2023) menekankan perlunya 
perlindungan hukum dalam transaksi, terutama dalam konteks e-commerce, namun 
tantangan serupa berlaku di pasar tradisional di mana akses informasi sering kali 
terbatas. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan konsumen terjebak dalam praktik 
perdagangan yang merugikan, seperti penjualan barang kadaluwarsa atau produk yang 
tidak sesuai dengan deskripsi (Tampubolon, 2020). 

Metode sosialisasi yang ada saat ini juga dianggap kurang efektif. Susanti (2021) 
mencatat bahwa program sosialisasi pemerintah sering tidak menjangkau seluruh 
lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pasar tradisional. Hal ini 
menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan inklusif dalam 
menyampaikan informasi hukum. Saimima (2018) menyoroti pentingnya pendidikan 
hukum bagi konsumen, termasuk di pasar tradisional, dan mendorong pemerintah serta 
lembaga terkait untuk merancang program edukasi yang lebih efektif. Selain itu, 
keterlibatan institusi penegak hukum sangat penting untuk meningkatkan pemahaman 
hukum. Maulana (2024) menekankan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan 
transparan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. 
Namun, Dewi (2018) mencatat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di 
lapangan, menunjukkan perlunya upaya memperkuat peran institusi penegak hukum 
dalam mengawasi pasar tradisional dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap 
ketentuan hukum yang berlaku.  

Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen di pasar tradisional, 
pemahaman hukum yang terbatas di kalangan pelaku usaha dan konsumen harus 
menjadi perhatian utama. Sosialisasi yang lebih efektif, pendidikan hukum yang 
berkelanjutan, dan keterlibatan institusi penegak hukum yang lebih aktif merupakan 
langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Dengan meningkatkan 
pemahaman hukum, diharapkan konsumen dapat lebih terlindungi dan pelaku usaha 
dapat beroperasi dengan lebih adil dan transparan. 

 
2. Kendala dalam Sosialisasi  

Sosialisasi hukum di Pasar Seutui menghadapi kendala signifikan yang 
menghambat pemahaman efektif mengenai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Pendekatan sosialisasi yang bersifat satu arah dan minim 
partisipasi aktif bertentangan dengan teori sosialisasi hukum Friedman (1975), yang 
menekankan pentingnya interaksi dalam proses pemahaman hukum. Menurut Kadir et 
al. (2021), sosialisasi yang hanya bersifat informatif sering kali menyebabkan kurangnya 
pemahaman mendalam tentang hukum, karena masyarakat menerima informasi secara 
pasif tanpa adanya dialog atau diskusi. Jayanti (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan 
aktif masyarakat melalui interaksi langsung dapat meningkatkan pemahaman tentang 
isu-isu hukum. Selain itu, Chairi et al. (2017) menekankan pentingnya pembentukan 
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kelompok sadar hukum untuk memungkinkan diskusi dan klarifikasi tentang hak-hak 
konsumen. Widiyani (2023) menyoroti bahwa metode sosialisasi yang melibatkan 
simulasi atau role-playing bisa efektif untuk membantu masyarakat memahami situasi 
nyata dalam transaksi. Tanpa pemahaman yang memadai, konsumen lebih rentan 
terhadap praktik perdagangan yang merugikan dan kurang berdaya untuk melaporkan 
pelanggaran, yang berdampak negatif pada perlindungan konsumen di pasar tradisional. 
Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu merancang program sosialisasi 
yang lebih inklusif dan interaktif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman 
hukum di kalangan masyarakat. 

3. Rendahnya Pengetahuan Konsumen 

Rendahnya pengetahuan konsumen di Pasar Seutui menghambat mereka dalam 
memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, sejalan dengan teori 
perlindungan konsumen dari Kotler (2015) yang menekankan pentingnya edukasi 
konsumen. Penelitian oleh Sari dan Prabowo menunjukkan bahwa banyak konsumen 
tidak menyadari hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas 
dan hak untuk mendapatkan ganti rugi, yang membuat mereka merasa tidak berdaya 
ketika menghadapi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Hidayati menambahkan 
bahwa ketidaktahuan ini juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi dalam 
mekanisme pelaporan pelanggaran. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya 
sosialisasi hukum yang terarah dan intensif serta program edukasi konsumen yang 
melibatkan berbagai metode seperti seminar, lokakarya, dan penyuluhan langsung di 
pasar. Pembentukan kelompok belajar atau kelompok sadar hukum dapat memberikan 
forum bagi konsumen untuk berdiskusi dan memperkuat pemahaman mereka. Hadi 
(2018) menyoroti pentingnya menyesuaikan metode sosialisasi dengan kebutuhan lokal 
dan melibatkan tokoh masyarakat untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan 
pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif, diharapkan konsumen dapat lebih 
memahami hak-hak mereka, melaporkan pelanggaran dengan lebih aktif, dan 
menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil dan transparan. 

4. Pendekatan Partisipatif yang Kurang  

Sosialisasi hukum di Pasar Seutui menghadapi tantangan terkait kurangnya 
pendekatan partisipatif, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjangkau 
seluruh lapisan masyarakat. Hadi (2018) menekankan bahwa sosialisasi hukum yang 
efektif memerlukan pendekatan berkelanjutan dan berbasis komunitas. Sosialisasi yang 
dilakukan cenderung bersifat top-down, di mana informasi disampaikan tanpa 
melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, bertentangan dengan prinsip interaksi yang 
ditekankan oleh Akbar (2024). Hal ini menyebabkan informasi hukum tidak relevan 
dengan kebutuhan lokal dan sulit dipahami oleh masyarakat. Angelita dan Arifin (2023) 
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menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, misalnya melalui forum diskusi dan 
pelatihan. Hadi Nurwulandari (2023) menambahkan bahwa metode sosialisasi harus 
disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, termasuk budaya dan tingkat pendidikan, 
untuk meningkatkan efektivitasnya. Melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi juga 
dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat (Sinurat, 2023). 
Chriswanto (2024) menyarankan pembangunan komunitas sadar hukum sebagai 
platform untuk kegiatan sosialisasi yang lebih interaktif dan terarah, seperti "Hari 
Perlindungan Konsumen." Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis 
komunitas, diharapkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan konsumen dapat 
meningkat, menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil dan transparan. 

 
SIMPULAN 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas sosialisasi hukum perlindungan 
konsumen di Pasar Seutui, Banda Aceh, masih sangat terbatas. Pemahaman pelaku 
usaha dan konsumen tentang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen sangat minim, yang berdampak negatif pada perlindungan konsumen dan 
kepercayaan terhadap pelaku usaha. Sosialisasi hukum yang saat ini dilakukan bersifat 
satu arah dan kurang partisipatif, sehingga tidak menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat secara efektif. Kendala-kendala ini termasuk kurangnya pelatihan untuk 
pedagang, minimnya pengetahuan konsumen mengenai hak-hak mereka, serta metode 
sosialisasi yang tidak melibatkan interaksi aktif. 

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan 
interaktif dalam sosialisasi hukum, seperti pembentukan kelompok sadar hukum dan 
penggunaan teknologi informasi. Pendekatan yang lebih partisipatif dan disesuaikan 
dengan kebutuhan lokal akan membantu meningkatkan pemahaman hukum di kalangan 
masyarakat. Keterlibatan aktif pemerintah daerah, komunitas lokal, dan media juga 
penting untuk menyebarluaskan informasi hukum secara efektif. Penelitian ini 
memberikan rekomendasi praktis untuk merancang program sosialisasi yang lebih 
efektif dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan 
konsumen dan menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil di Pasar Seutui. 
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